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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan penerimaan pajak 

sebagai salah satu sumber kas negara yang digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan negara, penerimaan pajak tersebut masuk ke dalam kas negara yang 

nantinya akan digunakan dalam pembelanjaan negara.  

Pajak menduduki peringkat pendapatan negara terbesar yaitu 77,99%, dan 

juga pajak mendanai 70,9% belanja negara (lihat lampiran A). Berikut ini disajikan 

Tabel mengenai Angaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN).  

Tabel 1.1 

Angaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN)  

http://www.anggaran.depkeu.go.id (di akses pada 2 April 2014) 
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Berdasarkan tabel di atas sumber utama pendapatan Negara Indonesia yakni 

berasal dari pajak (lihat lampiran A), dapat dikatakan bahwa pajak sangat berperan 

penting dalam sumber pendanaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara. 

Pendapatan pajak Indonesia dapat terus berkembang dan tidak bergantung pada 

negara-negara pemberi pinjaman. Oleh karena itu,  Negara terus memperbaharui 

peraturan-peraturan yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. Contohnya: mengenai peningkatan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) untuk industri otomotif  yang berlaku 1 April 2014 Pemerintah 

menaikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor 

dari sebelumnya sebesar 75% menjadi 125%. 

Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah Self Assessment 

System (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya menggunakan Official Assessment 

System (OAS). Berubahnya penggunaan Official Assessment System (OAS) ke Self 

Assessment System (SAS) dianggap sebagai reformasi yang besar karena Official 

Assessment System (OAS) tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan Assessment System (SAS) 

melibatkan secara langsung Wajib Pajak (WP) dalam perhitungan, pembayaran, dan 

pelaporan pajak secara teratur mengenai jumlah pajak yang terutang dan yang harus 

dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Jika dilihat sistem ini menunjukan bahwa dalam hal ini Wajib Pajak (WP) diberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 

2011). 
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Sumber pajak yang tercakup antara lain adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) 

individu dan badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), dan sebagainya. Berikut ini disajikan tabel penerimaan negara. 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014 

 
Sumber : http://www.bps.go.id (diakses tanggal 2 April 2014) 

Keterangan Tabel : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan 

karena pembulatan; 1) LKPP; 2) APBN-P; 3) APBN 

Pada tabel di atas terlihat Pajak Penghasilan (PPh) dalam penerimaan terbesar 

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber kedua terbesar. Dalam 

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dijelaskan bahwa setiap penyerahan 

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13
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barang dan jasa yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak 

(JKP), akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut.  

Menurut Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) dalam transaksinya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima Barang 

Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP)  yang bersangkutan, kecuali ekspor 

Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang 

tidak terutang dan kemudian membuat faktur pajak sebagai buktinya.  

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak: 

1. Penelitian oleh Punarbhawa dan Aryani M, 2013 tentang “Pengaruh Reformasi 

Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

menunjukkan variabel reformasi administrasi perpajakan secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di 

KPP Pratama Denpasar Barat. 

2. Penelitian oleh Hardiningsih dan Yulianawati, 2011 tentang “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Dalam penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap 

kemauan membayar pajak. 
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3. Penelitian oleh Fasmi dan Misra, 2012 tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”. Peneliti menyimpulkan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. 

4. Penelitian oleh  Effendy dan Toly, 2013 tentang “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN)”. Dalam penelitian ini dikatakan Faktor yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara 

adalah Faktor kepercayaan atas kepastian Hukum, Faktor Persepsi Wajib Pajak 

(WP) terhadap sanksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Faktor ekonomi 

perusahan, Faktor media massa dan politik, termasuk kegiatan luar Wajib Pajak 

(WP), lingkungan Wajib Pajak (WP) dan media masa, Faktor kesadaran Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

5. Penelitian oleh Ardani, 2010 tentang “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Timur I Surabaya)” dengan hasil Kebijakan Sunset Policy telah 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 

Dengan melihat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam penelitian ini peneliti memilih Judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)” 
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karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang dirasakan dalam penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, peneliti bermaksud menganalisa: Apakah terdapat Pengaruh 

Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat penelitian, yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman peneliti 

mengenai pemahaman Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat 

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

2. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pembaca yang ingin mengukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mengetahui syarat-syarat yang 



BAB I PENDAHULUAN         7 

 

Universitas Kristen Maranatha 

harus dipenuhi dalam mengukuhkan diri, serta mengetahui hal-hal yang harus 

dipatuhi setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah Refrensi perpustakaan 

Universitas Kristen Maranatha yang akan digunakan dalam pendukung 

perkuliahan mengenai pembahasan Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi 

bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan 

penelitian, agar mendapatkan bahan acuan dalam awalan penelitian 

berikutnya. 
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